BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

A. Penegakan Hukum

1.

Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum
pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses
dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep
hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan

suatu proses yang melibatkan banyak hal.?®

Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau
dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan objek yang luas dan dapat

pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum objek oleh subjek dalam arti yang

28 1 Dellyana,Shant,Konsep Penegakan Hukum, Y ogyakarta: Liberty , 1988,hlm. 32
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terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.?’

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan
hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi
pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu
supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum

menurut urutan berikut: 3°

®

Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi

(percobaan).
b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan
menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam

menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan.!

Hukum harus di laksanakan dan di tegakan. Setiap orang menginginkan dapat di
tetapkannya hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi. Bagaimana hukumnya,
itulah yang harus di berlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya
tidak ada penyimpangan, bagaimanapun juga hukum harus ditegakan, sehingga timbul

perumpamaan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus di tegakan”. Inilah

29 http://www.jimly.com.penegakan.Op.Cit.hal.3
30 Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2006. Hlm. 115
31 Sudikno Mertokusumo. Hukum Mengubah. Yogyakarta. Siberty. 1986. HIm. 130.
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yang dinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalalm

masyarakat akan tercapai.’?
Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:*

a. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum
melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti
dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan
hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk
menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana

seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas,
penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya
terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam
bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut

penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.
Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga
dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor

tersebut adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

32 Ibid. Him. 131.
33 Op.Cit, Dellyana him.
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b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karenanya merupakan
esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas
penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih
lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat

Indonesia.
. Penegakan Hukum dalam HAN

Menurut P. Nicolai bahwa sarana Penegakan Hukum Administrasi Negara berisi
pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau
berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap
keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan penerapan kewenangan

sanksi pemerintahan.>*

Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam Hukum
Administrasi Negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/ organ yang
dikontrol, dapatlah dibedakann antara jenis control intern dan control ekstern. Kontrol

Intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara

34 P Nicolai,et.al., op.cit.,hal.469
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organisatoris/structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri,
sedangkan control ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-

lembaga yang secara organisatoris/structural berada di luar pemerintahan.>’

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan
dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-
norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk
mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum,
sebagai suatu upaya represif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan
ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.
Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah alam hukum
administrasi Negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat yang

terdiri dari upaya administrative dan peradilan administrasi.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan
penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan

Hukum Adinistrasi Negara tertulis dan tidak tertulis.>

B. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Dan Jenis Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadaminta, kata pegawai

berarti :“orang yang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya).”

35 Philips M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tulisan
dalam dalam buku, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang
Layak,B.AriefSidarta, et., al., (Editors), (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 337.

36 P.de Haan, et. al., op.cit., hlm.96

24



Sedangkan “negeri” berarti: “negara” atau “pemerintah.” Jadi pegawai negeri adalah

orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.””’

Pasal 1 angka 2 UU No.5 tahun 2014 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.®

KUHP menjelaskan pengertian pegawai negeri dalam pasal 92 yang berbunyi
bahwa Pegawai Negeri adalah “orang-orang yang dipilih dalam pemilihan-pemilihan
berdasar peraturan-peraturan umum dan mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat
menjadi Anggota Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Daerah, serta Kepala-kepala

Desa”.?

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Undang-Undang Nomor
3/1971) merumuskan pengertian Pegawai Negeri sebagai: “ Pegawai Negeri yang
dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau
upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau
daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran
dari negara atau masyarakat.”*°Supaya jelas, maka definisi itu dapat diperinci dalam 4

(empat) pokok sebagai berikut:
a. memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

b. diangkat oleh pejabat yang berwenang

37W.].S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm 514-478
38 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 tahun 2014

39 Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

40 Undang-Undang No. 3 tahun 1971
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c. diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negara, dan
d. digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*!

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian
dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasaran peraturan perundang-undangan.

Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan PPPK, dimana PNS telah dijelaskan
dalam halaman sebelumnya dan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdaasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan
instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintah .

Perlunya ‘dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, professional,
netral-bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat dan mampu
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan kesatuan bangsa berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Jabatan

ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fngsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

)

Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam bertanggung

jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.’

4! Djatmika, S. dan Marsono, 1982,Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, him 8
42 Undang-Undang No.5 tahun 2014
43 Pasal 15 angka 1 Undang-Undang No 5 tahun 2014
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Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.**

Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.*

2. Kedudukan, Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil
a. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil
Didalam Pasal 8 Undang-Undang No.5 tahun 2014 menentukan bahwa Pegawai
Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara. 4
Pegawai ASN berkedudukan juga untuk melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan juga harus bebas dari pengaruh

dan intervensi semua golongan dan partai politik. 4’

Terhadap Pegawai Negeri yang menjadi anggota partai politik atau duduk
sebagai pengurus suatu partai politi, maka bagi yang bersangkutan diharuskan
mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri. Yang dilarang itu menjadi anggota

aktif atau duduk di dalam pengurus partai politik.*®

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk
sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara, kecuali
Ketua, Wakil Ketua , Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.® Pegawai
Negeri Sipil mempunyai kesetiaan,ketaatan penuh terhadap Pancasila, UUD 1945,
Negara dan Pemerintah, pada akhirnya dapat memusatkan segala perhatian dan

pikiran serta mengerahkan segala daya wupaya dan tenaganya untuk

4 Pasal 15 angka 2 Undang-Undang No 5 tahun 2014
45 Pasal 15 angka 3 Undang-Undang No 5 tahun 2014
46 pasal 8 Undang-Undang No 5 tahun 2014

47 pasal 9 Undang-Undang No 5 tahun 2014

48 Op.Cit Faisal Salam hal 19

4 Op.Cit Faisal Salam hal 21
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menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan
berhasil guna Hal tersebut juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang
dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta memiliki

ketaatan dan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
b. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sastraa Djamika mengatakan,

kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu:
a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;

b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas
dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada

umumnya;
c. Kewajiban lain-lain.>

Kewajiban bagi Pegawai ASN terutama PNS telah diatur dalam Pasal 3 UU

ASN (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014) sebagai berikut;

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;

50 Sri Hartini, dkk, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.40.
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menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,

dan tanggung jawab;

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 mengatur

mengenai kewajiban yang harus ditaati untuk setiap PNS seperti berikut;

—

10.

11.

. mengucapkan sumpah/janji PNS;

. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah;

menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan;

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di
bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
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12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-
baiknya;

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian-uraian kewajiban Pegawai Negeri Sipil di atas, terhadap
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban-kewajiban akan dilakukan
penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
d. Hak PNS

Presiden Soeharto pernah mengatakan dalam pidatonya :“Buanglah anggapan yang
kurang tepat bahwa menjadi pegawai adalah semata-mata untuk mencari penghasilan,
apalagi untuk memperoleh keuntungan Camkanlah baik-baik bahwa Pegawai Negeri
adalah abdi yang harus melayani masyarakat. Lapangan Pegawai Negeri adalah lapangan

pengabdian dan perjuangan, bukan saja lapangan mencari nafkah™!

Hak PNS diatur dalam Pasal 21 undang-undang Nomeor 5. Tahun 2014 (Undang-

Undang ASN) yang menyatakan bahwa PNS berhak untuk mendapatkan:
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

51 Soedibyo Triatmodjo, 1983, Hukum Kepegawaian (Mengenai kedudukan hak dan kewajiban Pegawai
Negeri Sipil), Ghaila Indonesia, Jakarta, him 108
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d. perlindungan; dan
e. pengembangan kompetensi. 3
Kewajiban untuk Aparatur Sipil Negara juga diatur dalam UU ASN, yaitu;

1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4.  menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan

tanggung jawab;

6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan

kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

7.  menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8.  bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia>

Ketentuan lebih lanjutnya mengenai hak para PNS diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

3. Kepegawaian Daerah

52 pasal 21 Undang-Undang No 5 tahun 2014
53 pasal 23 Undang-Undang No. 5 tahun 2104
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Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 pasal 1 ayat (1), disebutkan
bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah
yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan

teknis bidang kepegawaian.

Untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berkaitan, Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Bantul memerlukan sebuah pengawasan. Pengawasan adalah suatu
upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang
sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah
ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk
mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya
perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai
tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan.
Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat

terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui
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pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi
mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat
mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan

yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2009 Tentang “Tata
Cara Pemanggilan, Pemeriksaan Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran
Disiplin Hari Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta” pada pasal 1 angka 7 dan angka 8 menyebutkan bahwa Instansi adalah
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro, Rumah Sakit Grhsia dan Satuan Polisi
Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pejabat
Pemeriksa adalah Kepala Instansi dan Inspektorat yang diberi wewenang untuk mengadakan

pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Daerah merupukan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekertaris Daerah. Tugas pokok: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah
membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Bantul
Nomor 107 Tahun 2016 juga menjelaskan mengenai fungsi-funsi Inspektorat Daerah sebagai

berikut;

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

c. pengawalan kebijakan Pemerintah Daerah (Qatalisator);
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d. pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi dan pemantauan

(Quality Assurance) yang diberikan oleh Bupati;

e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan lainnya,;

f. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan (Consulting) dan pengawasan untuk tujuan

tertentu atas penugasan Bupati.

g. monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing
Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan
Kepegawaian Negara (BKN), dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta

Inspektorat Kabupaten Sigi;

h. penanganan pengaduan masyarakat;

1. penyusunan laporan hasil pengawasan;

j. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati Bantul No. 127 Tahun 2016 mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas pokok dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bantul. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
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pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya

mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan;

5. pelaksanaan kesekretariatan BAPPEDA; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang
selanjutnya dituangkan secara konkrit dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. Sebagai unsur staf,
maka tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.Sekretariat Daerah
memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara

lain :
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1. Mempersiapkan rumusan kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana Satuan Kerja
Perangkat Daerah, kepegawaian, peratu-ran daerah dan berbagai aturan pelaksanaannya,
pemerintahan umum, pemerintahan desa, kerjasama dan pengembangan potensi daerah,
administrasi pembangunan, umum dan kehumasan serta protokoler.

2. Mengkoordinasikan dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam rangka
perumusan kebijakan.

3. Memberikan arahan untuk pelaksanaan kebijakan kepada dinas-dinas daerah dan
lembaga teknis daerah.

Untuk instansi yang lain bertugas mengawasi Pegawai Negeri Sipil di Bidang Provinsi.

4. Disiplin PNS

Pada dasarnya dalam pengertian disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat tiga hal yang
mendasarinya, yaitu mengenai kewajiban, larangan dan sanksi. Hal ini berdasarkan Surat
Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah
setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam

kerja54

Disiplin menurut John Macquarrie dari sisi etika adalah suatu kemauan dan perbuatan

seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah terangkai dengan tujuan tertentu.

Disiplin menurut Pratt Fairshilf dari sisi sosiologi adalah disiplin terdiri dari dua bagian,

yaitu disiplin dari dalam diri dan juga disiplin sosial. Keduanya saling berhubungan satu sama

4 Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2005, hlm.76
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lain, sehingga seseorang yang memiliki sikap disiplin adalah orang-oang yang dapat
mengarahkan perillaku dan perbuatannya berdasarkan patokan atau batasan tingkah laku

tertentu yang diterima dalam kelompo atau lingkup sosial masing-masing.

Disiplin menurut Wikipedia adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang

dipercaya merupakan tanggung jawabnya.

Disiplin menurut KBBI adalah tata tertib (disekolah, kemiliteran, dan sebagainya);
ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya); bidan studi yang memiliki

objek, sistem dan metode tertentu.>

Disiplin adalah latihan batin dan watak supaya mentaati tata tertib atau kepatuhan pada
aturan’® Disiplin yaitu patuh terhadap aturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian.

Kata disiplin berasal dari bahasa latin yaitu Discere yang berarti belajar.

Bagi Pegawai Negeri Sipil disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu
golongan atau instansi, bukan persoalan khusus antara atasan atau bawahan saja, melainkan
merupakan persoalan dari setiap pribadi masing-masing . Di dalam kehidupan sebagai Pegawai

Negeri Sipil merupakan syarat mutlak untuk :

1. Mentaati semua peraturan-peraturan Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan semua perintah

kedinasan dari setiap atasan yang tepat, sempurna dan kesadaran tinggi.
2. Menegakkan kehidupan disiplin dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang teratur.

Ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun perumusan

tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan

55 https://www.onoini.com/pengertian-disiplin-menurut-para-ahli/
56 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Widya Karya, Semaran, 2005, him 59.
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Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati
atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil, yang baik dilakukan didalam maupun diluar
jam kerja, kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 4 bahwa setiap ucapan, tulisan atauapun

perbuatan adalah pelanggaran disiplin.’’

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati
kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam

maupun di luar jam kerja. Untuk pelanggaran secara umum tersebut seperti ;

a. PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan dijatuhi

Hukuman Disiplin

b. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban dan larangan

dijatuhi hukuman disiplin

c. Dengan tidak megesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

pidana, PNS yang melakukan pelanggaraan disiplin dijatuhi hukuman disiplin

Jenis hukuman atau sanksi bagi PNS yang melanggar peraturannya adalah;

a.  Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

1) Teguran lisan;

2)  Teguran tertulis; dan

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

b.  Jenis hukuman sedang terdiri dari :

57 peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
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1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (tahun) tahun; dan
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
Pembebasan dari jabatan;
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.>®

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi

pelanggaran terhadap kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

2. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka

4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian,

kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

58 pasal 7 Undang-Undang Nomor 53 tahun 2014
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4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau
golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja;

6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

unit kerja;

7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada unit kerja;

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka

11 berupa:

a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari

kerja;

b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam)

sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
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10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

unit kerja;

11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan

14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 9 menyebutkan bahwa Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila

pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang

bersangkutan;

4. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka

4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
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5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila

pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang

bersangkutan;

7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau
golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada instansi yang bersangkutan;

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

instansi yang bersangkutan;

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang

bersangkutan;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah  terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka

11 berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja

tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
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b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa

alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari

kerja;

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh

lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

instansi yang bersangkutan;

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang

bersangkutan.

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi

pelanggaran terhadap kewajiban:
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1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah

dan/atau negara;

2. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah

dan/atau negara;

5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau
golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada pemerintah dan/atau negara;

6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

pemerintah dan/atau negara;

7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah

dan/atau negara;

8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat

membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan,
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keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka

11 berupa:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari

kerja;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang
menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan

yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai

dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46

(empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua

puluh lima persen);

11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

pemerintah dan/atau negara;
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12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah

dan/atau negara.

Dalam menanggulangi Pelanggaran Disiplin tersebut perlu adanya upaya-upaya kedepan
yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Kepegawaian Daerah yang
memiliki tugas dalam pembinaan pegawai negeri sipil, dalam penegakan supermasi hukum

kepegawaian dalam menangani kasus-kasus baik disiplin secara berat, sedang maupun ringan;

a. Upaya prefentif adalah usaha yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang

terjadinya pelanggaran disiplin.

b. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan agar pelanggaran disiplin yangterjadi dapat
telah ditemukan dan diungkapkan dengan cepat, dan tepat sehingga dapat segera ditindak

lanjuti.

c. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap pelanggaran disiplin yang telah
ditemukan dan diungkapkan dapat diberikan sanksi dana tau rekomendasi perbaikan yang tepat

sesuai ketentuan yang berlaku.”’

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa Iebih
dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk ancaman hukuman disiplin
sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak

melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau

59 http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk bumn bumd.pdf
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menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui
dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan terhadap PNS yang
melanggar disiplin harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat yang
berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman

disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan.

Dalam proses pemeriksaan dijelaskan dalam Undang-Undang ASN (UU Nomor 53

tahun 2010). Pasal 23 menjelaskan;

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin secara tertulis oleh atasan

langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

2. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang

bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang
bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan
hukuman disiplin berdasarkan .alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan

pemeriksaan.

Pasal 24 juga menjelaskan bahwa;

1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa

terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
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2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan

hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan

kewenangan

a. atasan langsung yang bersangkutan maka ‘atasan langsung tersebut wajib

menjatuhkan hukuman disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib. melaporkan secara

hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

C. Penegakan Hukuman Dalam Perspektif Islam

Surat An-Nisa ayat 58 berisikan “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi

Maha Melihat.”

Aisarut Tafasir atau Abu Bakar Jabir al-Jazairi, pengajar tafsir di Masjid Nabawi
menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Ali radhiyallahu 'anhu hendak mengambil kunci
Ka'bah secara paksa dari Utsman bin Thalhah pelayan Ka'bah pada saat Nabi shallallahu 'alaihi
wa sallam datang ke Makkah untuk Fathu Makkah (menaklukkan Makkah). Namun Utsman
bin Thalhah menolaknya dan berkata, "Kalau seandainya aku mengetahui Beliau adalah utusan
Allah, tentu aku tidak menolaknya", maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
memerintahkan Ali mengembalikan dan bersabda, "Ambillah! untuk selamanya karena sudah

lama", maka Utsman pun heran, kemudian Ali membacakan ayat ini kepadanya, maka Utsman
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bin Thalhah masuk Islam, dan ia memberikan kunci kepada saudaranya Syaibah menjelang
wafatnya, dan kunci pun dipegang oleh anak cucunya." Ayat di atas, meskipun turunnya
berkenaan dengan sebab tertentu, namun berlaku umum berdasarkan qarinah (tanda) jama'

(yang diperuntukkan untuk semua). ¢

Amanat artinya setiap yang dibebankan kepada manusia dan mereka diperintahkan
melakukannya. Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan hamba-hamba-Nya menunaikan
amanat, yakni secara sempurna; tidak dikurangi dan tidak ditunda-tunda. Termasuk ke dalam
amanat adalah amanat untuk beribadah (seperti shalat, zakat, puasa dsb), amanat jabatan, harta
dan rahasia serta perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah. Contoh menunaikan amanat
dalam jabatan adalah dengan memenuhi kewajibannya, memenuhi amanat dalam harta adalah
dengan menjaganya dan mengembalikan kepada pemiliknya secara utuh dan amanat dalam

rahasia adalah dengan menyembunyikannya.

Ayat ini menunjukkan bahwa amanat tersebut harus diserahkan kepada yang berhak
menerimanya atau wakilnya. Oleh karena itu, jika tidak diserahkan kepada yang berhak
menerimanya, maka sama saja belum menunaikan amanat. Baik dalam masalah darah, harta,
kehormatan; kecil maupun besar. Demikian juga kepada kerabat maupun bukan, kawan
maupun lawan dan orang baik maupun orang jahat. Adapun yang dimaksud adil di sini adalah
dengan mengikuti syari'at Allah melalui lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam seperti
dalam masalah ahkam (hukum) maupun hudud, dan hal ini menghendaki agar kita mengetahui
kedilan itu agar dapat memutuskan dengannya. Kata-kata ini merupakan pujian Allah terhadap

syari'at-Nya karena di dalamnya mengandung maslahat manusia di dunia dan akhirat .°!

%0 Diakses di https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.htm| padatanggal 18 September 2019 pukul
13.00 WIB
51 Diakses di https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58 pada tanggal 19 september 2019 pukul 06.30 WIB
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Allah SWT. Berfirman dalam Surat Annisa’ Ayat 135: “Wahai orang-orang yang beriman,
jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
SWT. Biarpun terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika Ia kaya
atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.Maka janganlah kamu mengikuti Hawa
Napsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)
atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. Adalah Maha mengetahui segala

apa yang kamu kerjakan” ( Q.S. Annisa’ 135)

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Wahai
Manusia, ketahuilah sesungguhnya kehancuran ummat terdahulu sebelum kamu lantaran
apabila yang mencuri itu “Orang yang Terpandang” mereka tinggalkan hukumnya (hukum
tidak berdaya untuk menghukumnya), sebaliknya jika yang mencuri itu dari kalangan “Rakyat
Jelata”, mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah SWT. Jika FATIMAH BINTI
MUHAMMAD (Anakku sendiri) men®curi, “PASTI” akan aku potong tangannya” (Hadits

Riwayat Imam Bukhari).

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Sabda Rasulullah SAW yang termaktub diatas
menjelaskan “kaedah-kaedah penegakan hukum didalam islam dan Rasulullah SAW serta para
sahabatnya telah pula memberikan “Tauladan (Uswah)” secara langsung tentang penyelesaian

terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi pada masanya;

Sungguh suatu Uswah yang sangat muliya dan Briliyan untuk bagaimana seorang Hakim
agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kebenaran, Keadilan dan Kemandirian didalam
menjalankan tugasnya dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diadili. Karena tanpa

nilai Kebenaran, Keadilan dan Kemandirian, maka Profesionalisme jabatan Hakim menjadi

62 Diakses di http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/a3882-hakim-yang-ideal-menurut-kacamata-
islam.pdf pada tanggal 19 september 2019 pukul 07.00 WIB

63 Diakses di https://nasional.okezone.com/read/2018/10/24/337/1968200/konsep-keadilan-menurut-
perspektif-islam pada tanggal 19 september 2019 pukul07.43 WIB
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bernuansa materialistis dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi

masyarakat.

Jika nilai materialisme dan pragmatisme mewarnai profisionalisme hakim, maka Ide
“Negara yang berdasarkan Hukum” tinggal cita-cita. Jika demikian, maka wibawa Pengadilan
terus merosot dan negara berjalan atas dasar kekuasaan, karena itu tantangan hakim kedepan
adalah “bagaimana menata kelembagaan dan tradisi Pengadilan yang mencerminkan “Akhlaq
Rasulullah SAW” sebagai panutan Agung dalam menegakkan keadilan dan mampu bersikap

serta menegakkan Etos kerja seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab.5*

64 Diakses di https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/11/25/oh6pth313-4-pesan-rasulullah-
untuk-penegak-hukum pada tanggal 19 september 2019 pukul 7.44 WIB
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